BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



8.

10.
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12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang -
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 Nomor 7)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 92), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun
2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
Nomor 35);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 56)

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

L 8

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 349.634.385.373,15

b. Dana Perimbangan Rp. 2.979.779.293.522,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 808.958,15
Jumlah Pendapatan Rp. 3.329.414.487.853,30




2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 1.052.966.396.064,00
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 1.381.017.141.616,88
3) Belanja Subsidi Rp. 23.970.315.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 109.378.573.578,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 31.227.797.850,00
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah Rp. 0,00
2) Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Rp. 214.056.580.897,00
3) Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp. 163.846.016.961,00
4) Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi Rp. 720.331.145.069,00
5) Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya Rp. 10.867.289.576,00
6) Belanja Aset Lainnya Rp. 613.960.614,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00
d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Rp. 11.024.106.888,00
2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 497.225.669.838.00
Jumlah Belanja Rp. 4.216.524.993.951,88
Surplus/(Defisit) Rp. (887.110.506.098,58)
3. Pembiyaan Daerah :
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.179.959.349.062,91
b. Penerimaa Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah Rp. 419.833.002,00
c. Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 1.180.379.182.064.91

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 293.268.675.966,33

Pasal 2

Dalam hal ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Dalam hal rincian lebih lanjut ringkasan laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BENGKALIS,

¢

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 22 ®eptember 2623

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ERSAN SAPUTRA, TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 37



